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BAGIAN I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

 

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil 

konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. 

Dalam aspek pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala 

SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. neraca; 

c. laporan operasional; 

d. laporan perubahan ekuitas; dan 

e. catatan atas laporan keuangan. 

 

Adapun maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah : 

a. Menyediakan Informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh 

transaksi yang dilakukan (SKPD Kiaracondong Kota Bandung) selama satu 

periode pelaporan. 

b. Menyajikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dalam rangka 

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, 

antar periode, maupun antar entitas. 

c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Angggaran dan 

kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan 

mengenai alokasi sumber daya. 

 

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi 

yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas 

entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 

a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan 

mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. 

b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya, 

c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

akivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 
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1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

 

 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan Kecamatan Kiaracondong 

Kota Bandung atas pelaksanaan APBD Tahun 2022 adalah : 

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 

Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022; 

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 tanggal 30 

Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022; 

3. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022; 

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2022 tanggal 8 April 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 

Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022; 

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 84 Tahun 2022 tanggal 27 Juni 

2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 124 Tahun 2021; 

6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 102 Tahun 2021 tanggal 13 

September 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota 

Bandung Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

7. Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD TA 2022 

8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 111 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 

9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 114 Tahun 2022 tentang Perubahan 

atas perwal nomor 111 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD 

TA 2022 
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1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  

 

BAGIAN I PENDAHULUAN 

  1.1  Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 

  1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan  

  1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan 

 

BAGIAN II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN 

TARGET KINERJA APBD 

 2.1 Ekonomi Makro 

 2.2 Kebijakan Keuangan 

 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD 

 

BAGIAN III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan  

3.2 hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang  

       telah ditetapkan 

 

BAGIAN IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 4.1 Entitas akuntansi pelaporan dan Entitas akuntansi pelaporan 

keuangan 

 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan  

 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan 

keuangan 

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan 

yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. 

 

BAGIAN V PENJELASAN POS- POS LAPORAN KEUANGAN 

  5.1  Laporan Realisasi Anggaran 

  5.2 Neraca 

  5.3 Laporan Operasional 

  5.4 Laporan Perubahan Ekuitas 

 

BAGIAN VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 

 

BAGIAN VII PENUTUP 
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BAB II 

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN 

DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PADA KECAMATAN 

KIARACONDONG KOTA BANDUNG 

 

 

2.1 EKONOMI MAKRO 

Untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan, berikut ini diuraikan hal-

hal mengenai kebijakan fiskal/keuangan, kondisi ekonomi makro, dan 

perubahan APBD dalam tahun anggaran 2022 sebagai berikut:  

a) Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh oleh Pemerintah kota Bandung 

adalah dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Bandung Tahun Anggaran 2022. Beberapa produk hukum yang 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah  Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 adalah : 

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 

Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022; 

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 tanggal 30 

Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022; 

3. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022; 

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2022 tanggal 8 April 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 

Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022; 

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 84 Tahun 2022 tanggal 27 Juni 

2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 124 Tahun 2021; 

6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 102 Tahun 2021 tanggal 13 

September 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota 

Bandung Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

7. Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD TA 2022 
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8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 111 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 

9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 114 Tahun 2022 tentang Perubahan 

atas perwal nomor 111 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD 

TA 2022 

 

b) Indikator Ekonomi Makro 

Hasil pelaksanaan kebijakan fiskal/ keuangan yang telah 

diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Bandung Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam beberapa indikator 

Ekonomi Makro yaitu : 

(1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Sesuai dengan ketersediaan data pada Badan Pusat Statistik Kota 

Bandung, Realisasi pencapaian IPM Kota Bandung Tahun 2022 belum 

dapat disajikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung 

Tahun 2021 adalah sebesar 81,96. Angka ini meningkat 0,45 poin 

dibanding dengan IPM Kota Bandung Tahun 2020 yang sebesar 81,51. 

Berdasarkan hal ini Kualitas kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran 

masyarakat Kota Bandung mengalami peningkatan 

(2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Sesuai dengan data pada Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung 

bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung tahun 

2022 belum dapat disajikan. Namun demikian sebagai gambaran dapat 

kami sampaikan bahwa Produk Domestik  Regional Bruto (PDRB) pada  

tahun   2021 atas Harga Berlaku adalah sebesar 207,12 triliun rupiah, 

sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung 

Tahun 2021 Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha adalah 

sebesar 200,41 triliun rupiah 

(3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kota Bandung tahun 2022 belum 

dapat disajikan namun Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 

2021 naik sebesar 3,76 persen dibandingkan dengan tahun 2020 
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(4)Tingkat Inflasi 

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari) 2022 sebesar 0,46 persen dan 

tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2022 terhadap Januari 2021) 

sebesar 2,00 persen 

 

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN  

 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, 

termasuk didalamnya segala bentuk aspek kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran, Belanja dan 

Pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah 

satu Faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah, 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur 

keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, 

pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan 

tersebut meningkatkan kontribusi Pendapaatan Asli Daerah terhadap APBD. 

Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Untuk 

belanja melakukan efisiensi terhadap Belanja Administrasi Umum dan 

Operasional/Pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta memacu 

investasi pada daerah diprioritaskan. Untuk pembiayaan mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun 

anggaran belanja dan pengeluaran lainnya. 

Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja 

pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah 

yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.     

  

2.2.1  Pendapatan 

 Tidak terdapat anggaran dan realisasi pendapatan 

 

2.2.2 Belanja  

Dalam rangka penyelenggaraaan pemerintah dan peningkatan 

pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisiensi, 

efektif dan proporsional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja 
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Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. 

 

Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Kecamatan 

Kiaracondong Kota Bandung yang dibiayai oleh APBD Kota Bandung tahun 

Anggaran 2022 sebesar Rp 33.103.734.138,- direalisasikan sebesar  Rp. 

31.275.943.173,- dengan kondisi Belanja tersebut di atas diserap sebesar      

94,48 % 

 

2.3 Idikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

Sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010, urusan wajib yang 

dilaksanakan oleh Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2022 

berbentuk Program dan Kegiatan sebagai berikut : 

No  
 

Urusan/Bidang/Pro
gram/Kegiatan 

Outcome / 
Output 

 Anggaran (Rp)   Realisasi (Rp)  
Target 

Outcome 

/ Output 

Realisasi 
Outcome 

/ Output 

1 2 3 4 5 6 7 

 UNSUR 

KEWILAYAHAN 

          

 KECAMATAN 
KIARACONDONG 

          

I 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Persentase 

pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 
(non 
akumulasi)  

 14.736.213.777   13.718.743.573  90% 93% 

1 

Kegiatan 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Cakupan 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

           73.185.200             73.015.800  90% 100% 

2 

Sub Kegiatan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
laporan 
evaluasi 
kinerja 
Perangkat 
Daerah 

           73.185.200             73.015.800  1 lap 1 lap 

3 

Kegiatan 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Cakupan 
Pelayanan 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 

Daerah 

   10.916.682.853     10.299.741.488  90% 94% 

4 

Sub Kegiatan 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah 

laporan 
penyediaan 
gaji dan 
tunjangan ASN 
tepat waktu 

   10.916.682.853     10.299.741.488  12 lap 12 lap 

5 

Kegiatan 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
laporan 
Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat 
Daerah 

          42.152.250             40.139.820  1 lap 1 lap 

6 

Sub Kegiatan 
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta 
Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah 
laporan 
Pengadaan 
Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapann
ya 

          42.152.250             40.139.820  1 lap 1 lap 
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No  

 

Urusan/Bidang/Pro

gram/Kegiatan 

Outcome / 

Output 
 Anggaran (Rp)   Realisasi (Rp)  

Target 
Outcome 

/ Output 

Realisasi 
Outcome 

/ Output 

1 2 3 4 5 6 7 

7 

Kegiatan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Cakupan 
Pelayanan 
Administrasi 
Umum 

Perangkat 
Daerah 

         624.000.709          485.011.280  90% 78% 

8 

Sub Kegiatan 
Penyediaan 

Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah 
laporan 

penyediaan 
komponen 
instalasi listrik 
/ penerangan 
bangunan 

kantor 

             9.787.500               7.565.500  4 lap 4 lap 

9 

Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah 
laporan 
penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor 

        144.834.600          109.151.665  4 lap 4 lap 

10 

Sub Kegiatan 
Penyediaan 

Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah 
laporan 

penyediaan 
peralatan 
rumah tangga 

           41.400.300            28.548.960  4 lap 4 lap 

11 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah 
laporan 
penyediaan 

bahan logistik 
kantor 

        218.684.400          189.192.375  4 lap 4 lap 

12 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah 
laporan 
penyediaan 
barang 
cetakan dan 
pengandaan 

           71.029.909             36.825.300  4 lap 4 lap 

13 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang 
Undangan 

Jumlah 
laporan 
penyediaan  
bahan bacaan 
dan peraturan 
perundang - 
undangan 

           24.120.000             20.978.000  4 lap 4 lap 

14 

Sub Kegiatan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Cakupan 
penyelenggara
an rapat 
koordinasi dan 
konsultasi 
SKPD sesuai 
prosedur 

         114.144.000            92.749.480  90% 81% 

15 

Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Cakupan  
Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

     1.049.721.582          966.590.785  90% 92% 

16 

Sub Kegiatan 
Pengadaan 
Kendaraan 

Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah 
laporan 
pengadaan 

kendaraan 
perorangan 
dinas atau 
kendaraan 
dinas jabatan 

         477.855.000           428.850.000  1 lap 1 lap 

17 

Sub Kegiatan 
Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah 
laporan 
pengadaan 
kendaraan 
dinas 
operasional 
atau lapangan  

                            
-  

                            
-  

0 lap 0 lap 

18 
Sub Kegiatan 
Pengadaan Mebel 

Jumlah 
laporan 
pengadaan 

        118.027.521           109.014.210  3 lap 3 lap 
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No  

 

Urusan/Bidang/Pro

gram/Kegiatan 

Outcome / 

Output 
 Anggaran (Rp)   Realisasi (Rp)  

Target 
Outcome 

/ Output 

Realisasi 
Outcome 

/ Output 

1 2 3 4 5 6 7 

mebel 

19 

Sub Kegiatan 
Pengadaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah 
laporan 
pengadaan 
peralatan dan 
mesin lainnya 

        353.839.061          329.098.525  2 lap 2 lap 

20 

Sub Kegiatan 

Pengadaan Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah 

laporan 
pengadaan 
gedung kantor 
atau 
bangunan 
lainnya 

          

100.000.000  

           99.628.050  1 lap 1 lap 

21 

Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

Cakupan 
Penyediaan 
Jasa 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

     1.008.329.510          956.018.997  90% 95% 

22 

Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah 

Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 

Air dan Listrik 

        166.929.510          125.263.397  12 lap 12 lap 

23 

Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah 

Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 

         841.400.000           830.755.600  12 lap 12 lap 

24 

Kegiatan 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Cakupan 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

     1.022.141.673          898.225.403  90% 88% 

25 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Persentase 
Unit 
Kendaraan 
Dinas / 
Operasional 
yang 
Terpelihara 

        674.631.700          583.964.050  90% 100% 

26 

Sub Kegiatan 
Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah 
Laporan 
Pelaksanaan 
Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

           29.784.800             19.450.550  4 lap 4 lap 

27 

Sub Kegiatan 
Pemeliharaan/Reha
bilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah unit 
Gedung Kantor 
yang 
dipelihara 

        317.725.173          294.810.803  6 unit 6 unit 

II 

PROGRAM 
PENYELENGGARAA

N PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

Persentase 
Kelurahan 

Unggul 

   5.663.384.860     5.555.617.680  83,33% 83,33% 

1 

Kegiatan Koordinasi 
Penyelenggaraan 

Kegiatan 
Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 

Persentase 
Laporan 

RT/RW tepat 
waktu 

     2.644.978.000       2.644.646.000  100% 100% 

2 

Sub Kegiatan 

Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan 
Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 

Jumlah 

Laporan RT 
RW tepat 
waktu 

     2.644.978.000       2.644.646.000  4 lap 4 lap 
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No  

 

Urusan/Bidang/Pro

gram/Kegiatan 

Outcome / 

Output 
 Anggaran (Rp)   Realisasi (Rp)  

Target 
Outcome 

/ Output 

Realisasi 
Outcome 

/ Output 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Kegiatan 
Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan yang 

tidak Dilaksanakan 
oleh Unit Kerja 
Perangkat Daerah 
yang Ada di 

Kecamatan 

Persentase 
Pelayanan 
Kependudukan 
tepat waktu 

sesuai SOP 

        111.792.800             94.328.200  100% 100% 

4 

Sub Kegiatan 
Peningkatan 
Efektifitas 
Pelaksanaan 

Pelayanan kepada 
Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Jumlah 
Pelayanan 
Kependudukan 
tepat waktu 

sesuai SOP 

        111.792.800             94.328.200  7 jenis 7 jenis 

5 

Kegiatan Koordinasi 
Pemeliharaan 
Prasarana dan 
Sarana Pelayanan 
Umum 

Persentase 
Sarana dan 
Prasarana 
Pelayanan 
Publik dalam 
kondisi baik 

     2.162.758.060       2.147.381.050  100% 100% 

6 

Sub Kegiatan 
Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat 
Daerah dan/atau 
Instansi Vertikal 
yang terkait dalam 

Pemeliharaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pelayanan Umum 

Jumlah Taman 
terpelihara 

     2.162.758.060       2.147.381.050  6 taman 6 taman 

Panjang jalan 
dan saluran 
air terpelihara 

82.752 
meter 

82.752 
meter 

7 

Kegiatan 
Pelaksanaan 
Urusan 
Pemerintahan yang 
Dilimpahkan 
kepada Camat 

Jumlah 
Laporan 
Pelaksanaan 
Urusan 
Pemerintahan 
yang 
Dilimpahkam 
Kepada Camat 
Bidang di 
Kesejahteraan 
Sosial 

         743.856.000          669.262.430  4 lap 4 lap 

8 

Sub Kegiatan 
Pelaksanaan 
Urusan 
Pemerintahan yang 
terkait dengan 
Kewenangan Lain 
yang Dilimpahkan 

Jumlah 
Laporan 
Pelaksanaan 
Urusan 
Pemerintahan 
yang Terkait 
Dengan 
Kewenangan 
Lain yang 
Dilimpahkan 

         743.856.000          669.262.430  12 lap 12 lap 

III 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Persentase 
Pemberdayaa

n Lembaga 

Kemasyarakat

an Unggul  

 10.962.776.251   10.348.699.500  75% 75,73% 

1 

Kegiatan 
Pemberdayaan 
Kelurahan 

Persentase 
Pemberdayaan 
Lembaga 

Kemasyarakat
an Unggul 
Kelurahan 

   10.699.684.651     10.108.458.866  75% 75,73% 

2 

Sub Kegiatan 
Pembangunan 

Sarana dan 
Prasarana 
Kelurahan 

Jumlah  
pembangunan 

sarana dan 
prasarana di 
Kelurahan 
terrealisasi 

     8.925.969.691       8.555.267.221  417 
kegiatan 

417 
kegiatan 

3 

Sub Kegiatan 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 
Kelurahan 

Jumlah 
pemberdayaan 
masyarakat di 
Kelurahan 
terrealisasi 

     1.773.714.960       1.553.191.645  174 
kegiatan 

174 
kegiatan 
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No  

 

Urusan/Bidang/Pro

gram/Kegiatan 

Outcome / 

Output 
 Anggaran (Rp)   Realisasi (Rp)  

Target 
Outcome 

/ Output 

Realisasi 
Outcome 

/ Output 

1 2 3 4 5 6 7 

4 

Kegiatan 
Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan 

Jumlah  
pemberdayaan 
kemasyarakata
n terbina 

         263.091.600          240.240.634  96 unit 96 unit 

5 

Sub Kegiatan 
Penyelenggaraan 
Lembaga 

Kemasyarakatan 

Jumlah 
posyandu 
purnama 

        238.195.600          221.045.634  93 unit 93 unit 

6 

Sub Kegiatan 
Fasilitasi 
Pengembangan 
Usaha Ekonomi 

Masyarakat 

Jumlah UKM 
yang terbina 

           24.896.000             19.195.000  3 unit 3 unit 

IV 

PROGRAM 

KOORDINASI 
KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN 
UMUM 

Persentase 

Siskamling 
RW Aktif 

   1.741.359.250     1.652.882.420  96,47% 96,47% 

1 

Kegiatan Koordinasi 
Penerapan dan 
Penegakan 

Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
Kepala Daerah 

Persentase 
Siskamling RW 
Aktif 

     1.741.359.250       1.652.882.420  96,47% 96,47% 

2 

Sub Kegiatan 
Koordinasi/Sinergi 
Dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di 
Bidang Penegakan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 

Jumlah 
pembinaan 
siskamling RW 

     1.741.359.250       1.652.882.420  4 
kegiatan 

4 
kegiatan 
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BAB III 

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD 

 

 

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD 

A. Realisasi anggaran  

  Pada Tahun 2022 realisasi belanja SKPD sebesar Rp. 31.275.943.173 

dari anggaran sebesar Rp. 33.103.734.138. adapun rincian belanja tersebut sebagai 

berikut: 

NO URAIAN Anggaran Murni 
Anggaran 

Perubahan 
Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 
5     

BELANJA DAERAH 
    

32.686.184.875,00  
33.103.734.138,00 31.275.943.173,00 94,48 

5 1   
 BELANJA OPERASI 

       
31.949.081.136,00  

31.821.117.872,00 30.168.921.578,00 94,81 

5 1 1 
Belanja Pegawai 

       
11.549.133.590,00  

10.916.682.853,00 10.299.741.488,00 94,35 

5 1 2 
Belanja Barang dan Jasa 

       
20.399.947.546,00  

20.904.435.019,00 19.869.180.090,00 95,05 

5 2   
BELANJA MODAL 

             
737.103.739,00  

1.282.616.266,00 1.107.021.595,00 86,31 

5 2 2 Belanja Modal 
Peralatan dan Mesin 

             
621.122.620,00  

1.249.439.412,00 1.093.895.845,00 87,55 

5 2 3 Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan 

               
19.120.640,00  

0,00 0,00 0,00 

5 2 4 Belanja Modal Jalan, 
Jaringan dan Irigasi 

               
63.548.394,00  

0,00 0,00 0,00 

5 2 5 Belanja Modal Aset 
Tetap Lainnya  

               
33.312.085,00  

33.176.854,00 13.125.750,00 39,56 

 

3.2  Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan  

      Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah : 

1. Kompetensi  SDM yang masih kurang dan tidak merata. 

2. Perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang kurang 

maksimal. 

3. Belanja modal aset lainnya yang tidak maksimal dikarenakan didalamnya 

terdapat belanja pembangunan gapura yang tidak direalisasi dikarenakan 

lokasi kantor kecamatan akan pindah ke lokasi yang baru. 
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BAGIAN IV 

KEBIJAKAN AKUTANSI 

 

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 

 Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Yaitu Camat Kiaracondong sebagai entitas akuntansi menyusun 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 berupa Laporan Keuangan yang 

terdiri dari laporan Realisasi APBD, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 

 

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

a) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kecamatan Kiaracondong 

Kota Bandung, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan 

pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan 

aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca. 

b) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, berarti bahwa pendapatan dan 

penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja 

dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. 

c) Basis akrual untuk neraca, berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan 

dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan 

berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Bandung, bukan pada saat kas diterima 

atau dibayar oleh kas daerah. 

d) Asas Bruto, berarti pengakuan serta pencatatan tidak diperkenalkan secara netto, 

penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada saat unit organisasi. 

 

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

 Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis 

pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut : 

1) Penyusunan Neraca Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menganut substansi 

mengungguli bentuk formalnya (substansi overform). 

2) Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (modified accrual basis)/kas 

yang dimodifikasi (modified cash basis). 

3) Periode akuntasi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kecamatan Kiaracondong 

Kota Bandung adalah tahun anggaran (1 Januari samapai dengan 31 Desember 2018). 

4) Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau 

social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya 
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nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

sumber-sumber daya yang dipelihara karena sejarah dan budaya. 

5) Kas 

 Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas. 

Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing 

maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada 

akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversikan ke dalam rupiah 

menggunakan kurs pada tanggal neraca. 

 Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas opname do masing-masing 

bendahara. 

6) Piutang 

 Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapakan dapat 

dijadikan kas dalam suatu periode akuntansi. 

 Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan pihak ketiga, dapat 

berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti 

pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan. 

 Piutang dinilai sebesar nilai nominal. 

 Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. 

 Pengakuan piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan 

dasar ketetapan pajak/retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah/Surat 

Keputusan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD). 

7) Persediaan 

 Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung 

kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang  dimaksudkan untuk 

dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. 

 Persediaan dicatat pada kahir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil 

inventarisasi persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara : 

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian. 

- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri. 

- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan 

cara lainnya seperti donasi. 

 Jenis-jenis persediaan : 

- Persediaan habis pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak 

dapat digunakan kembali, misalnya ATK. 

- Persediaan tak habis pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang 

kali, misalnya file box. 
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- Persediaan bekas pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat 

digunakan 

- Persediaan untuk dijual, misalnya aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat 

kedokteran, bibit, benih ikan dsb. 

8) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan 

Negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oeh pemerintah daerah untuk penyertaan 

modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga 

keuangan dimana pemerintah daerah memilikikepentingan yang berdasarkan 

perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal. 

9) Aset Tetap 

Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah 

daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana 

yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD melalui pembelian, 

pembangunan, hibah dan donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan 

atau rampasan. 

Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan yang  menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal 

menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan. 

Dalam hal penyusutan aset tetap, penerapan akuntansi penyusutan belum dilakukan 

karena kebijakan akuntasi mengenai masa manfaat aset dan metoda penyusutan belum 

ditetapkan.  

10) Kontruksi dalam Pengerjaan 

Kontruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya 

telah dikeluarkan. Kontruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai 

histories, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu kontruksi dalam 

pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan 

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. 

Kontruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut. 

11) Dana Bergulir 

Dan Bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada pihak 

ketiga sesuai program Pemda. Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim 

Teknis Bank Jabar Cabang Kota Bandung. Jumlah yang dicatat di neraca adalah 

sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemda ke Timnis/Bank Jabar. 

12) Kewajiban Jangka Pendek 

Merupakan uang lancer yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam 

suatu periode akuntansi atau 12 (duabelas) bulan sejak tanggal neraca. 



16 
 

Dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke 

rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari : 

 Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat 

Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang 

dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode 

akuntansi atau 12 (duabelas) bulan sejak tanggal neraca. 

 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 

Merupakan utang jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo 

dalam periode akuntansi. 

 Utang Bunga, Denda dan Commitment Fee 

- Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada 

Lender melalui DP3 karena karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku 

bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo. 

- Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi 

anggaran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara 

tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah 

pihak. 

- Commitment fee adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar 

prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai 

dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman. 

13) Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh 

tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang dalam valuta asing (valas) 

dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan BI) pada tanggal 

transaksi. 

 Utang kepada Pemerintah 

Utang jangka panjang  kepada Pemerintah Pusat, untuk tenggang waktu lebih dari 

satu periode akuntansi. 

 Utang Bunga Jangka Panjang 

Utang bunga jangka panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka 

panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo. 

14) Ekuitas Dana 

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara 

aset dengan utang pemerintah. 

 Ekuitas Dana Lancar 

Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan 

jumlah nilai utang lancar. Ekuitas dana lancar, terdiri atas sisa lebih perhitungan 
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anggaran (SiLPA), cadangan untuk piutang, cadangan untuk persediaan dan dana 

yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek. 

 Ekuitas Dana Investasi 

Ekuitas dana yang diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi 

jangka panjang, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan 

jumlah nilai hutang jangka panjang. 

Ekuitas dana yang diinvestasikan meliputi dana yang; diinvestasikan dalam 

investasi permanent, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset 

lainnya dan sebagai perkiraan yang mengurangi (contra account) adalah dana yang 

harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang. 

 Ekuitas Dana Cadangan 

Diinvestasikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan 

untuk tujuan tertentu. Jadi perkiraan ini merupakan pasangan perkiraan dana 

cadangan. 

 

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam 

Standar Akuntansi Pemerintah 

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran 

(1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan 

akuntansi anggaran mencaku pdefinisi, pengakuan dan 

pengukuran/penilaian. 

(2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Kota 

Bandung meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 

diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi 

tertentu secara sistematis untuk satu periode. 

(3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan 

pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan 

pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

(4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang 

berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepada daerah menjadi 

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 

penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan. 

 

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 

(1) Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan 

akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian 

dan pengungkapan pendapatan. 
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(2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas 

dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 

Pemerintah Kota Bandung dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

Pemerintah Kota Bandung. 

(3) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat 

pertanggungjawaban. Sumber pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, 

jenis dan objek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya 

dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota 

Bandung. 

(4) Pendapatan mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan 

dan lain-lain pendapatan yang sah. 

(5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas 

bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat 

jumlah nettonya. 

(6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas 

penerimaanpendapatan pada periode pendapatan maupun periode 

sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan pendapatan periode 

berkenaan. 

(7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) 

atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan 

pendapatan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang 

sama. 

(8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) 

atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya 

dibukukan sebagai pengurangan ekuitas dana lancar pada periode 

ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut. 

(9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. 

Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus 

dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengan BI pada 

saat terjadi pendapatan. 

 

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja 

(1) Kebijakan akintansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi 

belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan 

pengungkapan belanja. 

(2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas 

dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Bandung atau 
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sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk 

berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntasi. 

(3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan 

wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat 

pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, 

jenis, objek dan rincian objek belanja, sedangkan pusat 

pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit 

organisasi Pemerintah Kota Bandung. 

(4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluran dari Kas Daerah, yang 

menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan. 

(5) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum 

yang dianggaran tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program 

dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan. 

(6) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan 

pada SKPD berkenaan. 

(7) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 

(duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program 

dan kegiatan pemerintah daerah. 

(8) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan 

dalam kegiatan pemerintahan daerah. 

(9) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau 

jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah 

berpindah. 

(10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang 

terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangan 

belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai 

penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya). 

(11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi 

pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang rupiah 

berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi belanja. 
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4.4.4. Kebijakan Akuntansi Aset 

(1) Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset 

meliputi, definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan 

aset. 

(2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasi dan/atau dimiliki oleh 

Pemerintah Kota Bandung sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari 

mana manfaat ekonomi/social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, 

baik oleh Pemerintah Kota Bandung maupun masyarakat serta dapat diukur 

dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah 

Kota Bandung tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun 

kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kota Bandung. 

(3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kota 

Bandung namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang 

sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alas an sejarah 

dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan dan 

kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi. 

(4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut 

harus diungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, nilai perolehan 

ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekontruksi, 

pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya 

pengeluaran. 

(5) Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi kala aset tersebut 

mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya 

yang dapat diukur dengan andal. 

(6) Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan 

uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing 

harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah 

Bank Indonesia. 

(7) Untuk pertanggungjawaban, aset nilai dengan menggunakan biaya 

perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan 

penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan 

sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan. 

(8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau 

nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat 

perolehan atau suatu kontruksi mencerminkan seluruh biaya yang 

dikeluarkan samapai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap 

untuk dipergunakan. 
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(9) Aset tidak dicacat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan 

manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kota 

Bandung setelah periode akuntasi berjalan. 

(10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak 

kepemilikan dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. 

(11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan 

yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam 

akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan. 

(12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya 

dalam aktifitas operasi Pemerintah Kota Bandung. 
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BAGIAN V 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

 

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan 

 

5.1 Laporan Realisasi Anggaran 

            Realisasi Belanja periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 

2022 adalah sebesar 31.275.943.173,- atau mencapai 94.48 % dari anggaran 

Tahun 2022 sebesar Rp. Rp. 33.103.734.138,- terdiri dari : 

a. Belanja Operasional sebesar    , Yaitu : 

 - Belanja Pegawai : Rp 
                 

10.299.741.488,- 
 

 - Belanja barang dan jasa : Rp                19.869.180.090,-  

 Jumlah : Rp                30.168.921.578,-  

b. Belanja Modal sebesar    , Yaitu : 

 - Belanja peralatan dan mesin : Rp               1.107.021.595,-  

 
-Belanja modal gedung dan 
bangunan 

: Rp               1.093.895.845,-  

 
-Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

: Rp                                    0,-  

 _Belanja Modal Aset Tetap lainnya : Rp.                    13.125.750,-  

 Jumlah : Rp              19.869.180.090,-  

Perincian masing-masing belanja lihat Lampiran  

 

5.2 Neraca  

Neraca Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menyajikan informasi 

mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2022, 

Neraca Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung per 31 Desember 2022 

ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp.14.714.715.086,- dibanding dengan 

posisi posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 11.083.265.298- .Nilai aset 

sebesar Rp. 14.714.715.086,- tersebut, terdiri dari aset lancar sebesar 

Rp.11.960.222.-, Aset Tetap Rp.10.702.754.864,- sedangkan nilai kewajiban 

dan ekuitas dana  sebesar Rp 14.714.715.086.,- terdiri dari kewajiban Jangka 

Pendek sebesar Rp. 4.712.664,- dan ekuitas  sebesar Rp. 10.714.715.086,- 

 

5.2.1 Aset Lancar 

5.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 

Nilai saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Desember 2022, 

adalah sebesar Rp. 0,- Nilai saldo kas per 30 Desember 2022 tersebut telah 

sesuai dengan Berita Acara Opname Kas dan Register penutupan kas tanggal 

30 Desember 2022. 
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5.2.1.2 Persediaan 

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.11.960.222,- dan 

saldo persediaan per 31 Desember 2021, sebesar Rp. 4.183.810,- 

Saldo persediaan per 30 Desember 2021 sebesar Rp. 11.960.222,- terdiri dari  

- Persediaan Habis Pakai : Rp. 11.960.222,- 

- Persediaan Tak habis Pakai : Rp  ,- 

- Persediaan Bekas Pakai : Rp  ,- 

 Jumlah : Rp. ,- 

 

Persedian Habis Pakai 

Saldo akhir tahun 2021 Persediaan Habis Pakai Rp.          4.183.810,- 

Penambahan selama tahun 2022 Rp  10.744.685.951,- 

Jumlah Rp.  10.748.869.761,- 

 

Dikeluarkan selama tahun 2022 Rp    10.736.909.539,- 

 Saldo akhir per 30 Desember 2022  Rp.          11.960.222,- 

Perincian penambahan dan pengeluaran persediaan lihat lampiran BA Rekon Barang Persediaan  

 

5.2.1.3 Aset Tetap 

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 10.702.754.864,- 

dan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp.  11.083.265.298,- 

Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp 

10.702.754.864,- berasal dari : 

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 :       Rp 11.079.081.488  

Mutasi penambahan aset tetap Tahun 2022 :        Rp    670.440.053,- 

Mutasi pengurangan aset tetap Tahun 2022 :        Rp  1.046.766.677,- 

Saldo per 31 Desember 2022 :         Rp 10.702.754.864,-  

                           

Penambahan Aset Tetap selama tahun 2022 APBD sebesar Rp. 

670.440.053, terdiri dari :  

 

- Peralatan dan Mesin : Rp. 1.175.734.525,- 

- Gedung dan Bangunan : Rp       31.790.000,- 

-   Aset Tetap lainnya :  Rp.       13.125.750,- 

-     Akumulasi Penyusutan :  Rp.   ( 550.210.222),- 

 Jumlah : Rp      670.440.053,- 
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Pengurangan Aset Tetap selama tahun 2022 APBD sebesar Rp. 

1.046.766.677, terdiri dari :  

 

- Peralatan dan Mesin : Rp.    48.346.727,- 

-   Aset Tetap lainnya :  Rp.   998.419.950,- 

 Jumlah : Rp. 1.046.766.677 

Perincian penambahan dan pengurangan aset tetap lihat lampiran 

 

 

Saldo Aset Tetap per 30 Desember 2022 terdiri dari : 

 

1. Tanah : Rp. 5.628.031.000,-  

2.    Peralatan dan Mesin : Rp  9.849.816.275,- 

3. Gedung dan Bangunan : Rp. 3.907.110.920,- 

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp      242.587.200,-   

5. Aset Tetap Lainnya : Rp.         1.900.000,,- 

 *Akumulasi penyusutan :  Rp. (8.926.690.531),- 

 Saldo per 30 Desember 2017 : Rp.10.714.715.086,- 

 

5.2.1.4 Aset Lainnya 

Aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- terdiri dari:  

 Aset lain-lain     : Rp. 1.176.691.178,- 

 *Akumulasi penyusutan asset lain lain  : Rp. (1.176.691.178),- 

        Rp. 0 

Perincian Aset lainnya lihat lampiran 

  

 Aset lain-lain sebesar Rp. 1.176.691.178,- berkurang karena ada 

akumulasi penyusutan aset lain-lain senilai Rp. 121.641.128,- dan 

1.055.050.050.- 

 

5.2.2 KEWAJIBAN 

  

5.2.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

5.2.2.1  Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 

        Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp. 0,-  

 

5.2.2.2  Utang Beban 

        Utang Beban sebesar Rp. 4.712.664,- terdiri dari utang Beban 

Belanja Listrik sebesar Rp. 2.989.664,-. Beban Belanja Internet Rp. 

1.095.800,- Belanja Air sebesar Rp. 627.200,-   
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5.2.3 Ekuitas 

   Jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp. 10.714.715.086,- 

terdiri dari jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp.4.712.664,-  dan  

jumlah  equitas sebesar Rp. 10.710.002.422,-  

 

5.2.4 Laporan Operasional 

5.2.4.1  pendapatan  

   Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung murupakan SKPD 

yang tidak memiliki anggaran Pendapatan 

5.2.4.2 Beban  

   Beban terdiri dari sebesar Rp. 30.277.937.537,- terdiri dari 

beban pegawai Rp. 9.809.914.996,- Beban Persedian 10.736.909.539,- 

Beban Jasa Rp. 8.563.569.192,- Beban Pemeliharaan Rp. 467.197.823,- 

dan Beban Perjalanan Dinas Rp.92.749.480,-, Beban Penyusutan dan 

Amortisasi Rp. 550.210.222, dan Beban lain-lain 57.386.285,- 

 

5.2.4.2.1 Beban pegawai terdiri dari: 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Beban Gaji Pokok PNS  2.576.236.140,00 

2 Beban Tunjangan Keluarga PNS 249.301.951,00 

3 Beban Tunjangan Jabatan PNS 245.620.000,00 

4 Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS 47.960.000,00 

5 Beban Tunjangan Beras PNS 147.374.700,00 

6 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.740.590,00 

7 Beban Pembulatan Gaji PNS 35.045.00 

8 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja  PNS 5.037.323.928,00 

9 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja  PNS 792.395.288,00 

10 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja  PNS 711.927.354,00 

Jumlah 9.809.914.996,00  

 

5.2.4.2.2 Beban Persediaan terdiri dari: 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Beban Barang Pakai Habis 
 

10.673.523.766,00 

2 Beban Barang Tak Habis Pakai 
 

63.385.773,00 

Jumlah 10.736.909.539,00 
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       5.2.4.2.3 Beban Jasa terdiri dari: 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Beban Jasa Kantor 

 

8.337.901.553,00 

2 Beban Sewa Peralatan dan Mesin 
 

116.309.839,00  

 

3 Beban Sewa Gedung dan Bangunan  3.000.000,00 

4 Beban Jasa Konsultansi Konstruksi 91.330.800,00 

5 Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, 
Bimbingan Teknis serta Pendidikan 
dan Pelatihan 

1.500.000,00 

6 Beban Uang yang Diberikan kepada 
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 

13.527.000,00 

Jumlah 8.563.569.192,00 

 

        5.2.4.2.4 Beban Pemeliharaan terdiri dari: 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Beban Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin 
 

146.048.940,00 

2 Beban Pemeliharaan Gedung dan 
Bangunan 
 

294.810.803,00 

3 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, 
dan Irigasi 
 

26.338.080,00 

Jumlah 467.197.823,00 

 

       5.2.4.2.5 Beban Penyusutan terdiri dari: 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Beban Penyusutan Alat Besar Darat  465.633.463,00 

2 Bangunan Gedung Tempat Kerja 78.142.219,00 

3 Beban Penyusutan Jalan  6.434.540,00 

Jumlah 550.210.222,00 

 

        5.2.3.4.6 Beban Lain Lain terdiri dari: 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Beban Lain-lain    57.386.285,00 

Jumlah 57.386.285,00 

 

5.2.5 Laporan Perubahan Equitas 

    Laporan perubahan Ekuitas sebesar Rp. 10.710.002.422,- terdiri 

dari: 

  Ekuitas Awal     : Rp.  10.587.748.498,- 

 Suplus/Defisit-LO   : Rp. (30.277.937.537),- 

 Koreksi ekuitas lainnya  : Rp.      (875.751.712),-      

 Kewajiban untuk dikonsolidasikan : Rp.   31.275.943.173,- 

 Ekuitas Akhir   : Rp.   10.710.002.422,- 
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BAB VI 

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI  

NON KEUANGAN SKPD 

 

6.1   Gambaran Umum Organisasi 

 

  Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan 

bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapatkan pelimpahan sebagian 

kewenangan Walikota/ Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam hal 

ini Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Keputusan Walikota Nomor 1342 Tahun 

2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat. Perundangan ini 

menjelaskan kedudukan kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah  di lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung. 

  Kecamatan Kiaracondong merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung. Batas 

wilayah dan jumlah kelurahan di Kecamatan Kiaracondong pertama kali ditetapkan 

berdasarkan PP Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Kecamatan Kiaracondong 

terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : 

1. Kelurahan Cicaheum; 

2. Kelurahan Babakan Surabaya; 

3. Kelurahan Babakan Sari; 

4. Kelurahan Kebon Jayanti; 

5. Kelurahan Sukapura; 

6. Kelurahan Kebon Kangkung. 

  Kecamatan Kiaracondong meliputi luas 613,03 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 

131.499  jiwa dan 28.097 Kepala Keluarga (KK). Untuk kepentingan administrasi 

kependudukan 6 (enam) Kelurahan tersebut terdiri dari 85 Rukun Warga  dan 593 Rukun 

tetangga. Serta sebagian besar wilayah Kecamatan Kiaracondong terdiri dari tanah darat. 

Sedangkan kegiatan ekonominya didominasi oleh kegiatan usaha kecil dan sektor informal. 

 

6.2  Dasar Hukum 

 

 Sebagai institusi formal, keberadaan Kecamatan Kiaracondong senantiasa mengacu 

kepada landasan hukum yang berlaku, yaitu : 

 

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 
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3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 

4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas KKN; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Bandung; 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 tahun 2004 

tentang Pedoman Organisasi Kecamatan; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 159 tehun 2004 

tentang Pedoman Organisasi Kelurahan; 

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; 

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar 

Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2007; 

10. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 

11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 

12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kota Bandung; 

13. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007  tentang Rencana Strategi Kota Bandung; 

14. Keputusan Walikota Bandung Nomor 334 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan 

Struktural pada Unit Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota 

Bandung; 

15. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1342 Tahun 2001 tentang Pelimpahan 

Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat; 

 

6.3  Tugas Pokok Dan Fungsi serta Susunan Organisasi      

 Peraturan Walikota Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Kecamatan Kiaracondong 

Kota Bandung. Kecamatan Kiaracondong memiliki susunan organisasi sebagai berikut : 

(1) Camat, sebagai unsur pimpinan organisasi; 

(2) Sekretaris Camat, sebagai unsur staf; 

(3) Seksi – seksi sebagai unsur lini terdiri dari : 

(a) Seksi Pemerintahan; 

(b) Seksi Tramtib; 

(c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

(d) Seksi Sosial 
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(e) Seksi Ekonomi Pembangunan & Lingkungan Hidup 

(f) Kasubag Umum dan Kepegawaian dan 

(g) Kasubag Keuangan dan Program 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional 

Bagan struktur organisasi Kecamatan Kiaracondong sebagaimana susunan tersaji sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 Tugas Pokok Kecamatan Kiaracondong adalah melaksanakan sebagian kewenangan yang 

dilimpahkan oleh Walikota di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, 

kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom dan 

UPTD di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan 

Kiaracondong mempunyai fungsi : 

1. Meningkatkan koordinasi penyelengaraan pemerintah 

2. Pelayanan Publik 

3. Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan 

  

6.4 Visi dan Misi 

 Dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik saat ini dan yang akan datang, 

maka Kecamatan Kiaracondong menetapkan visi  dan misi. Adapun visi Kecamatan 

Kiatracondong yaitu : 

“ Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”. 

Definisi operasional dari visi tersebut adalah bahwa Kecamatan Kiaracondong harus 

melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan kelembagaan dan individual aparatur kecamatan  

serta bersinergi dengan potensi masyarakat di Kecamatan Kiaracondong, untuk 

mewujudkan Kecamatan Kiaracondong yang kondusif menuju Kota Bandung yang Unggul, 

Nyaman, Sejahtera dan Agamis. Visi ini juga sebagai komitmen Kecamatan Kiaracondong 

terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kelompok 

Jab.Fungsional

l 

Sie.Pem Sie.Trantib 

 
Sie.Pemb

erdyaan 

Masy 

 

Sie.Ekbang 

& LH 

 

Sie. Sosial  

 

Sekretariat Kecamatan 

Sub Bagan Umm 

& Kepegawaian 

Sub Bagan Prog  

& Keuangan 
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Kota Bandung, yang menetapkan Kecamatan Kiaracondong dalam kelompok Wilayah 

Pengembangan (WP) Karees dan diarahkannya pengembangan perekonomian Kota Bandung 

ke wilayah Bandung Timur.Visi Kecamatan Kiaracondong tersebut merupakan bagian yang 

terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan visi Kota Bandung, yaitu Kota Bandung Sebagai 

Kota yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis 

 Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kecamatan Kiaracondong menetapkan misi 

yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing. 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahaan yang melayani, efektif, dan bersih 

3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan 

4. Mewujudkan bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan 

infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan 

lingkungan 

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipasif kolaboratif dan terintegrasi 

 

6.5 Tujuan dan Sasaran 

 Visi dan misi Kecamatan Kiaracondong hanya dapat diwujudkan apabila seluruh 

komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam 

hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut. Tujuan yang telah 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat  

2. Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat 

 

 Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang harus 

dicapai pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan 

Kiaracondong 

2. Meningkatkan peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan 

kenyamanan lingkungan 

3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat  

 

6.6 Keadaan Pegawai 

 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, keadaannya 

sampai dengan Bulan Desember 2022 sebanyak: 51 orang, Adapun rinciannya sebagai 

berikut: 
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A.   Berdasarkan Jabatan  

NO JABATAN ESELON JUMLAH 

1 Camat IIIa 1 

2 Sekretaris Camat IIIb 1 

3 Kepala Seksi Kecamatan IVa 5 

4 Kepala Sub Bagian IVb 1 

5 Pelaksana (kecamatan) - 7 

  Jumlah 15 

6 Lurah IVa 6 

7 Sekretaris Lurah IVb 4 

8 Kepala Seksi Kelurahan IVb 15 

9 Pelaksana (Kelurahan) - 11 

  Jumlah 36 

  Jumlah 51 

 

B. Berdasarkan Pendidikan 

NO TINGKAT PENDIDIKAN PNS 

1 Pasca Sarjana (S3) - 

2 Pasca Sarjana (S2) 9 

3 Sarjana (S1) 32 

4 Sarjana Muda (D3) 2 

5 SLTA 8 

6 SLTP  

7 SD  

 JUMLAH 51 
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C.  Berdasarkan Pangkat /Golongan 

 

NO JABATAN GOLONGAN JUMLAH 

1 Pembina Utama Muda IV/C - 

2 Pembina Tingkat I IV/B 1 

3 Pembina IV/A 3 

4 Penata Tingkat I III/D 15 

5 Penata III/C 8 

6 Penata Muda Tingkat I III/B 9 

7 Penata Muda III/A 11 

8 Pengatur Tingkat I II/D 2 

9 Pengatur II/C 1 

10 Pengatur Muda Tingkat I II/B  

11 Pengatur Muda II/A 1 

12 Juru Tingkat I I/D - 

13 Juru I/C - 

14 Juru Muda Tingkat I I/B - 

15 Juru Muda I/A - 

  JUMLAH 51 

 

 

D. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 

 

NO JENIS DIKLAT JUMLAH 

1 SPAMEN (DIKLATPIM II) - 

2 SPAMA (DIKLATPIM III) 2 

3 ADUMLA (DIKLATPIM IV) 22 

4 ADUM                  - 

5 JUMLAH 24 

 

 

 

 

 

 

 

 


